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PUTUSAN
Nomor    0366/Pdt.G/2017/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Payakumbuh  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  Cerai  Gugat  pada tingkat  pertama dalam persidangan majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara antara: 

PENGGUGAT,  umur  45  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S2  Jurusan

Pendidikan Teknik Kejuruan, pekerjaan PNS Guru Madya pada

SMK  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  tempat  tinggal di

KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur  47  tahun, agama Islam, pendidikan  SMA, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di KABUPATEN MENTAWAI  sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa , Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2017

telah  mengajukan  gugatan  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Payakumbuh  dengan  Nomor  0366/Pdt.G/2017/PA.Pyk

tanggal  19 September 2017  mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah  yang

menikah pada tanggal 02 April 1996 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor  NOMOR AKTA NIKAH,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal

09 Mei 1996;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah

tangga di  rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
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selama  3 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah

yang  dibangun  bersama  di  KABUPATEN  LIMAPULUH  KOTA  sampai

berpisah;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK I, lahir tanggal 10 November 1998;

3.2. ANAK II, lahir tanggal 28 Desember 2004;

3.3. ANAK III, lahir tanggal 03 Mei 2011;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan

harmonis, namun pada bulan Juni 2002 mulai tidak rukun atau goyah, sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Tergugat  sering  melakukan  kekerasan  fisik  pada  anak

penggugat  dan  tergugat,  seperti  memukul,  menampar  dan

mengurung anak di dalam lemari;

4.2. Tergugat  pernah  memukul  dan  mencekik  penggugat  jika

terjadi pertengkaran ;

4.3. Tergugat  sering  selingkuh  dengan  perempuan  lain  dan

tergugat juga sudah memiliki  1 (satu) orang anak dengan seorang

perempuan yang bernama UPIK tampa sepengetahuan penggugat,

hal  ini  penggugat  ketahui  karena  perempuan  tersebut  datang  ke

rumah penggugat dan tergugat untuk meminta pertanggungjawaban

tergugat;

4.4. Tergugat pernah menikah sirri dengan seorang perempuan

yang  bernama PEREMPUAN  LAIN  hal  ini  penggugat  ketahui

disebabkan perempuan tersebut sering datang ke rumah penggugat

dan tergugat untuk menjemput tergugat;

4.5. Tergugat  pernah  melakukan  pelecehan  seksual  terhadap

adik  kandung  penggugat  yang  bernama  ADIK  KANDUNG

PENGGUGAT;

4.6. Tergugat  merupakan  mu’alaf  tetapi  selama  menikah

dengan  penggugat  tergugat  jarang  menjalankan  kewajiban  agama
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Islam  seperti  shalat,  puasa  dan  lain-lain,  ketika  penggugat

mengingatkan untuk beribadah tergugat marah;

4.7. Tergugat pernah membawa anak penggugat dan tergugat

ke kampung halaman tergugat dan selama berada di sana keluarga

tergugat mengajarkan anak penggugat dan tergugat tentang agama

kristen dan diajak ke greja setiap hari minggu;

4.8. Tergugat  kurang  bertanggungjawab  dalam  memenuhi

nafkah keluarga,  sehingga untuk  mencukupi  kebutuhan sehari-hari

Penggugatlah yang harus bekerja;

4.9. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sering terjadi  pertengkaran

dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat

agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama  sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri  maupun melalui  orang

lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat

namun tidak berhasil;

8. Bahwa sekarang penggugat tinggal  di  rumah yang dibangun bersama

Penggugat dan tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan Tergugat

tinggal di rumah orang tua Tergugat  di KABUPATEN MENTAWAI;

9. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di  atas,

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Tergugat  untuk membina rumah tangga yang bahagia di  masa

yang akan datang;

10. Bahwa  Penggugat  selaku  PNS  sudah  mendapatkan  izin  dari

atasan  untuk  melakukan  perceraian  dari  Sekretaris  Daerah  Propinsi

Sumatera  Barat  dengan  Nomor  surat  NOMOR  SURAT  IZIN  ATASAN,

tanggal 31 Agustus 2017;
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11. Bahwa  Penggugat  sanggup  menanggung  segala  biaya  yang

ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  memohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

tersebut  untuk  menetapkan hari  persidangan perkara  ini  dengan memanggil

kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT );

3. Menetapkan  biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan  yang seadil-

adilnya;

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

menghadap  ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

sesuai  dengan relaas  Nomor    0366/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 20 Oktober

2017, dan  ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

sah menurut hukum;

Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  menasehati  Penggugat  agar

mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  selaku  PNS  sudah  mendapatkan  izin  dari  atasan

untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi

Sumatera Barat dengan Nomor surat NOMOR SURAT IZIN ATASAN, tanggal

31 Agustus 2017;

Bahwa  mediasi  melalui  mediator  tidak  dapat  dilaksanakan  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

                   

                                             Halaman  4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  mengajukan

bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi  Kutipan  Akta Nikah  Nomor    Nomor:  52/6//V/1996  yang

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA tanggal 09 Mei 1996, telah

dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya  ternyata sama, lalu

diberi tanda P dan diparaf; 

B. Bukti Saksi: 

1. SAKSI  I,  umur  64  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  MTs.,

pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN

LIMAPULUH KOTA,  saksi  adalah  ibu  kandung  Penggugat,  Di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Tergugat  sejak  menikah  dengan

Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah saksi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, kemudian

tinggal berpindah-pindah tempat, terakhir tinggal di rumah sendiri di

KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya

rukun,  akan  tetapi  sejak  bulan  Juni  2002  sudah  tidak  rukun  lagi,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  Saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa  Setahu  saksi,  penyebabnya  karena  Tergugat  jarang

melaksanakan kewajibannya selaku seorang muslim, seperti  shalat

dan puasa. Tergugat seorang yang emosional dan suka melakukan

kekerasan pada Penggugat dan anak. Tergugat juga sering selingkuh
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bahkan terakhir telah menikah dibawah tangan dengan perempuan

selingkuhannya tersebut ;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak bulan Agustus 2016;

- Bahwa pihak keluarga tidak mengusahakan perdamaian dengan

Tergugat,  karena  sekarang  Tergugat  sudah  kembali  ke  agama

lamanya (kristen);

- Bahwa  keterangan  saksi  tersebut  bersumberkan  dari

pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran

saksi sendiri;

2. SAKSI  II,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  MAN,

pekerjaan tukang, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA,

saksi  adalah  saudara  kandung  Penggugat,  Di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Tergugat  sejak  menikah  dengan

Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah saksi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, kemudian

tinggal berpindah-pindah tempat, terakhir tinggal di rumah sendiri di

KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya

rukun,  akan  tetapi  sejak  bulan  Juni  2002  sudah  tidak  rukun  lagi,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  Saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa  setahu  saksi,  penyebabnya  karena  Tergugat  jarang

melaksanakan kewajibannya selaku seorang muslim, seperti  shalat

dan puasa. Tergugat seorang yang emosional dan suka melakukan
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kekerasan  pada  Penggugat  dan  anak.  Tergugat  sering  selingkuh

bahkan terakhir telah menikah dibawah tangan dengan perempuan

selingkuhannya  tersebut.  Tergugat  juga  bermoral  bejad,  bahkan

pernah melakukan pelecehan sexual kepada saksi;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak bulan Agustus 2016;

- Bahwa pihak keluarga tidak mengusahakan perdamaian dengan

Tergugat,  karena  sekarang  Tergugat  sudah  kembali  ke  agama

lamanya (kristen);

- Bahwa    keterangan  saksi  tersebut  bersumberkan  dari

pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran

saksi sendiri;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  telah  mencukupkan  alat  buktinya,

kemudian  menyampaikan  kesimpulan  akhir  secara  lisan  yang  menyatakan

bahwa dalil gugatannya telah  dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon

dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga

negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  perkara  ini  menjadi  wewenang  absolut  Pengadilan

Agama;
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Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di  KABUPATEN

LIMAPULUH KOTA sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  relaas  panggilan  untuk  Penggugat

terbukti  bahwa  Penggugat  beralamat  di  KABUPATEN  LIMAPULUH  KOTA

sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas   terbukti alamat  Penggugat benar  dan termasuk wilayah hukum atau

wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Penggugat

mengajukan  perkaranya  ke  Pengadilan  agama  Payakumbuh  telah  sesuai

dengan Pasal  73  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  selaku  Pegawai  Negeri  Sipil  sudah

mendapatkan izin  dari  atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan

oleh yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat dengan

Nomor surat NOMOR SURAT IZIN ATASAN, tanggal 31 Agustus 2017 dengan

demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

jo.pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo angka II ayat 1

Surat Edaran Nomor 48/SE/1990  telah terpenuhi sehingga perkara a quo dapat

diperiksa lebih lanjut;

  Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk  datang

menghadap  ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

dan  patut  oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Agama  Payakumbuh
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Nomor    0366/Pdt.G/2017/PA.Pyk , tanggal  20 Oktober 2017, maka sesuai

dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan

diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); 

Menimbang,  bahwa  berhubung  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,

maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1

RBg, jo pasal   82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam  jo

pasal  7  ayat  1  Perma No  1  tahun 2016 tidak  dapat  dilaksanakan,  namun

demikian,  Majelis  Hakim  memberikan  nasehat  kepada Penggugat  agar

berupaya  memperbaiki  dan  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa dalam gugatannya Penggugat  mendalilkan bahwa

Penggugat  telah  menikah  dengan  Tergugat  di  Kecamatan  Payakumbuh,

Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 09 Mei 1996;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di

atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang,  bahwa bukti  tersebut  adalah  fotokopi   dari  akta  autentik

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat

bukti,   telah  dinazegelen  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  dan  isinya

menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal  09

Mei 1996;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  harus

dinyatakan  bahwa  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  harus

dinyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  mempunyai  dasar  hukum,  dan

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa gugatan Penggugat  di  dasarkan dalil  yang pada

pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juni
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2002 tidak rukun dan tidak harmonis lagi  sehingga akibat lebih jauh dari  itu

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak

bulan Agustus 2016  yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil  gugatannya

tersebut,  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  berupa  dua  orang  saksi

sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang,  bahwa  dua  orang  saksi  yang  diajukan  Penggugat

di persidangan, telah memenuhi  syarat formil,  karena telah memenuhi  batas

minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi,  serta

masing-masing  telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang

apa yang dilihat dan didengarnya sendiri; 

Menimbang,  bahwa  secara  materil saksi-saksi  tersebut  telah

memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta

relevan  dengan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat yaitu  tentang  keadaan  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2002 tidak rukun dan tidak

harmonis lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman

bersama sejak bulan Agustus 2016 yang lalu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  harus

dinyatakan  bahwa  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat

materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.

jo.  Pasal  308  -  309  R.Bg.,  keterangan  saksi-saksi  tersebut  dapat  diterima

sebagai bukti; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  dan

pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

a. Bahwa   rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semenjak

bulan  Juni  2002   tidak  rukun  dan  tidak  harmonis  lagi yaitu  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

c. Bahwa  akibat  lebih  jauh  dari  ketidakrukunan   dan  ketidakharmonisan/

perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2016  yang lalu;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  Majelis  Hakim

berkesimpulan  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan terus menerus  yang sulit untuk dirukunkan yang ditandai dengan

telah  berpisah  tempat  kediaman  bersamanya  Penggugat  dengan  Tergugat

sejak  bulan Agustus 2016  yang lalu dan dalam persidangan  Penggugat telah

menunjukkan  sikap  tidak  mau  lagi  berbaik  dengan  Tergugat  dan  telah

menyatakan  keinginannya  untuk  bercerai,  hal  tersebut  telah  dapat  memberi

petunjuk  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pecah,

sehingga  harapan  untuk  mewujudkan  rumah  tangga  yang  bahagia  dan

sejahtera  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1  Undang-undang  Nomor  1

Tahun  1974  jo  pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu  rumah  tangga  yang

sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang,  bahwa  apabila  kondisi  seperti  ini  berlangsung  terus

menerus  dan  tidak  segera  dicarikan  jalan  keluarnya  dikhawatirkan  keadaan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan bertambah parah dan akan

menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun

1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia,

yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir

bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok

dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-

Rum ayat 21 yang berbunyi :

فى ان ورحمة مودة بينكم وجعل  اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان اياته ومن

  يتفكرون لقوم ليات ذلك

           Artinya  :”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia  telah

menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa

cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir”

Menimbang,  bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat  tujuan  perkawinan  tidak  dapat  diwujudkan  lagi,  maka  perceraian
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adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana

yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai

berikut:

حكيما            واسعا الله وكان سعته من كل الله يغن يتفرقا وان

Artinya  :“Dan  jika  keduanya  bercerai  maka  Allah  SWT.  Akan  memberikan

kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT.

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  pendapat  ahli  fikih  dalam  Kitab

Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

                                   طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا

Artinya:  Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim

diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

          Menimbang, terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  379  K/AG/1995  tanggal  26  Maret  1997  yang

abstraksi  hukumnya  menyatakan  apabila  suami  isteri  telah  berpisah  tempat

kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula, maka berarti rumah

tangga  mereka telah  pecah dan  telah  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran

terus menerus;

              Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab

awal dari  kondisi  tersebut,  Majelis Hakim berpendapat  bahwa rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat benar-benar  telah  “pecah”  (broken  marriage),

mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka

karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah,  mawaddah dan

rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalan al-Quran Surat

ar-Rum ayat 31 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana sesuai dengan

Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  nomor

38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor  9  tahun  1975  adalah  keadaan  pecahnya  rumah  tangga  itu  sendiri,

dengan demikian alasan Penggugat menceraikan Tergugat telah sesuai dengan
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Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  jo.  Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975  jo.  Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam.

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai

dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,  jo  Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116  huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat  untuk bercerai dengan Tergugat

dapat dikabulkan;

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  84  ayat  (1  dan  2)  Undang-Undang

Nomor  7 Tahun 1989 yang telah  dirubah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006  dan  dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  Tentang  Peradilan  Agama,  diperintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan

Agama  Payakumbuh  untuk  selambat-lambatnya  dalam  waktu  30  hari,

mengirimkan  salinan  putusan  ini  setelah  berkekuatan  hukum tetap,  kepada

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama   Kecamatan  KABUPATEN

LIMAPULUH  KOTA  dan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

KABUPATEN MENTAWAI untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa  perkara ini masuk  dalam bidang  perkawinan maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006  dan  diubah kembali  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

datang menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat  dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak  satu  bain  shughra  Tergugat   (TERGUGAT)   terhadap

Penggugat (PENGGUGAT) ;
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4. Memerintahkan   Panitera  Pengadilan  Agama  Payakumbuh  untuk

mengirimkan salinan putusan  yang telah  berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  Kecamatan KABUPATEN

LIMAPULUH KOTA dan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

KABUPATEN MENTAWAI  untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah  Rp  1429000  (satu  juta  empat  ratus  dua  puluh  sembilan  ribu

rupiah).

                 Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama  Payakumbuh pada hari  Rabu tanggal  25 Oktober

2017 Masehi bertepatan  dengan  tanggal  05  Shafar  1439 Hijriyah oleh

Dra.  Hj.Yuhi,  MA., Ketua  Majelis,  Efidatul  Akhyar,  S.Ag.dan

Rahmi Mailiza Annur, SHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan

oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu

juga dengan  dihadiri  oleh  Efidatul  Akhyar,  S.Ag.  dan

Rahmi  Mailiza  Annur,  SHI.,   Hakim  -  Hakim    Anggota    serta

Susi Minarni Bunas, SH  sebagai   Panitera Pengganti  dengan dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

 Efidatul Akhyar, S.Ag

Ketua Majelis

                           

                 Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.HI.

Panitera Pengganti
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Susi Minarni Bunas, SH 

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-
2

.

Biaya proses : Rp.   50.000,-

3

.

Biaya Leges : Rp.     3.000,-

4

.

Biaya PNBP lainnya : Rp.      6.000,-

5

.

Biaya Panggilan Penggugat : Rp.     80.000,-

6

.

Biaya Panggilan Tergugat : Rp.  1.250.000,-

7

.

Biaya Redaksi : Rp.      5.000,-

8

.

Biaya Meterai : Rp.     6.000,-

Jumlah  : Rp.   1429.000 (satu juta empat ratus

dua puluh sembilan ribu  rupiah)
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